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KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
| NOMOR: 805/KPTS/VI/2025
TENTANG
TIM KONSOLIDASI PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR UNTUK
KATALOG ELEKTRONIK LOKAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah  beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025,
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap
perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan barang/jasa
melalui penyedia;

b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Konsolidasi
pengaadaan barang/jasa untuk katalog elektronik dan
sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 121 tahun 2023
tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah untuk Katalog Elektronik,perlu dibentuk Tim
Konsolidasi Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Katalog
Elektronik Lokal di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan; '

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris tentang Tim Konsolidasi Pengadaan Alat Tulis
Kantor untuk Katalog Elektronik Lokal di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 68356);




